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ABSTRAK 

 
Nama  : Bisman Bhaktiar 

Program Studi : Ilmu Hukum 

Judul Tesis :  Analisis Juridis Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Dan  

                           Daerah Otonom Di Indonesia  

 

Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan daerah otonom di 
Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai dengan masa pasca reformasi diwarnai dengan 
pasang surut perkembangannya, baik dari aspek konsep, bobot atau besaran urusan 
pemerintahan yang terbagi untuk Pemerintah dan daerah otonom serta kecenderungannya 
ke arah sentralisasi atau desentralisasi. Berkaitan dengan itu, penelitian ini melakukan 
kajian terhadap bagaimana dinamika pengaturan tentang pembagian urusan pemerintahan 
antara Pemerintah dan daerah otonom serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, penelitian 
ini mendeskripsikan desentralisasi dan otonomi daerah serta pembahasan tentang 
pengaturan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan daerah otonom dalam 
undang-undang dasar dan undang-undang,  mulai saat Indonesia merdeka hingga saat ini. 

Dari penelitian ini menunjukkan telah terjadi dinamika pengaturan dan kondisi 
yang melatarbelakanginya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengaturan tentang 
pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan daerah otonom di Indonesia, 
diantaranya  adalah kondisi sosial dan politik, perubahan konstitusi dan politik hukum. 
Kondisi sosial dan politik yang berkembang, sangat berpengaruh pada pengaturan 
pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan daerah otonom. Pada konfigurasi 
politik yang demokratis dan terdapat keseimbangan diantara kekuatan politik, maka 
hubungan Pemerintah dan daerah otonom akan cenderung desentralisasi. Namun 
sebaliknya, pada konfigurasi politik yang tidak demokratis atau otoritarian maka 
hubungan Pemerintah dan daerah otonom cenderung sentralisasi.  
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